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TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
(Studi tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi  
sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali) 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari 
hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang 
dilakukan oleh oknum anggota Polisi. Obyek dari penelitian ini adalah 3 Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali; 1). Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2013 / PN. Bi, 2). Nomor : 
106/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Bi, 3) Nomor : 153/ Pid.sus/2014/ PN.Bi. Penelitian ini 
adalah penelitian Hukum normatif atau penelitian Hukum Doktrinal/ Kepustakaan, 
sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data sekunder. 
Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa terhadap unsur (a) Setiap Orang, 
sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika dan pendapat Wirjono Prodjodikoro, terhadap 
unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sesuai dengan 
pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika dan pendapat Muh Anwar, Sudarto dan Bambang Poernomo. 
 
Kata kunci: pertimbangan hukum hakim, penyalahgunaan narkotika. 
 
Abstract 
The purpose of this research is to analyze the basic legal considerations of the 
judges in deciding the Narcotics Abuse Criminal Case committed by members of 
the Police. The objects of this research are 3 decisions from Boyolali District 
Court; 1). Number : 01/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Bi, 2). Number 106/ Pid.Sus/ 2014/ 
PN. Bi, 3). Number 153/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Bi. This research is a normative law 
reseach or doctrinal/ Library Research. Therefore, in the research is taken only by 
using secondary data sources. The result states that in element (a) Everyone, in 
accordance with Article 127 point (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
number 35 in 2009 about Narcotics and the Wirjono Prodjodikoro’s opinion on 
Grade I Narcotics Abuse element for self-use, in accordance with Article 127 
point (1) Undang-Undang Republik Indonesia number 35 in 2009 on Narcotics 
and opinions of Muh Anwar, Sudarto and Bambang Poernomo. 
 
Keywords: legal consideration of judgement, narcotics abuse 
 
1. PENDAHULUAN  
Permasalahan Narkotika saat ini semakin komplek. Kepentingan medis 
sangat memerlukan Ketersediaan narkotika, namun di sisi lain tidak sedikit yang 
menyalahgunakannya. Definisi narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika adalah; zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
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penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. 
Upaya-upaya prefentif, represif dan rehabilitative terhadap tindak 
kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut harus selalu dilakukan, salah satunya 
adalah fungsi hakim yang memiliki kewenangan mengadili pelaku tindak pidana 
narkotika. 
Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus memiliki kebijakan dalam 
mempertimbangkan putusannya, supaya putusan tersebut benar-benar tidak keluar 
dari asas keadilan. Dalam menjalankan tugasnya Hakim bebas ntuk menentukan 
jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, ia juga bisa bergerak pada batas 
minimum dan maksimum dari sanksi pidana dalam setiap undang-undang pidana. 
Artinya hakim memiliki kekuasaan mutlak dalam pemidanaan.
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Perihal menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak 
pidana narkotika, seorang hakim harus paham betul tentang arti pidana yang 
dijatuhkan dan hakim harus mengerti apa yang hendak dicapainya dengan 
mengenakan sanksi pidana tertentu kepada terdakwa penyalahguna narkotika. 
Oleh sebab itu, setiap keputusan dari hakim tidak lepas dari susunan kebijakan 
kriminal yang tentu akan berpengaruh terhadap tahapan berikutnya.
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Guna menyikapi hal tersebut, telah dialakukan penandatanganan bersama 
antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementrian Hukum dan HAM, Jaksa 
Agung, Kapolri, Kementrian kesehatan dan Sekretariat Mahkamah Agung, terkait 
penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke 
dalam lembaga rehabilitasi. Dalam kesepakatan tersebut dKarena hukuman bagi 
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana 
rehabilitasi. 
Cara pandang baru ini sesuai dengan konvensi internasional tentang 
narkotika yang menekankan pendekatan secara seimbang antara pencegahan, 
pemberdayaan, dan rehabilitasi dengan pemberantasan peredaran Narkotika dalam 
                                                         
1
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 78. 
2
 Ibid. hlm. 100. 
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penanganan narkotika serta terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan 
diberikan alternative hukuman rehabilitasi. 
Perihal tersebut di atas selaras dengan tujuan dari Undang-Undang nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : 
a. Terjaminnya ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan atau 
pengembangan iptek; 
b. Mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan 
narkotika; 
c. Memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor; dan 
d. Mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi korban 
penyalahgunaan narkotika. 
Mencermati putusan Pengadilan Negeri Boyolali: 1) Nomor: 
01/Pid.Sus/2013/PN.Bi, 2) Nomor: 153/Pid.Sus/2014/PN.Bi, dan 3) Nomor: 
106/Pid.Sus/2014/PN.Bi, dimana dari tiga kasus tersebut semua tersangkanya 
adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Boyolali, yang didakwa telah 
melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-
Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa 
semula terdiri dari beberapa dakwaan yang diajukan secara alternative, yaitu 
pertama dikenakan Pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 
Tahun 2009 dan yang kedua dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah 
mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan memutuskan 
dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan adalah Pasal 127 
Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang 
menyatakan bahwa:
3
 (1) dipidana penjara paling lama 4 tahun bagi setiap orang 
yang menyalahgunakan Narkotika golongan I, 2) dipidana penjara paling lama 2 
tahun bagi setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan II, dan 3) 
dipidana pidana paling lama 1 tahun bagi setiap orang yang menyalahgunakan 
Narkotika golongan III. 
                                                         
3Lampiran Negara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
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Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa sdr. Gatot Hari Yunanto 
bin Darsono dalam Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Bi, diputus dengan 
pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sdr. Warsito bin Jahuri dalam 
putusan Nomor : 106/Pid.sus/ 2014/ PN.Bi. diputus dengan pidana 9 (Sembilan) 
bulan, sedangkan sdr. Eko Wahyu Santoso dalam Putusan Nomor : 153/ Pid.Sus/ 
2014/PN. Bi, diputus dengan pidana 8 (delapan), karena masing-masing telah 
terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. 
Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan 
efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/ masyarakat agar tidak 
melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari 
narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. 
Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 
tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial”. 
Selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Undang-Undang Narkotika juga 
memberikan ruang atau alternative pemidanaan, sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili 
ketergantungan Narkotika dapat : 1) memutus terdakwa yang terbukti melakukan 
tindak pidana untuk memerintahkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan 
melalui rehabilitasi, 2) menetapkan terdakwa yang tidak terbukti melakukan 
tindak pidana narkotika untuk memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi. 
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sebenarnya terdakwa 
dapat diputus pidana penjara tetapi juga dapat diputus untuk menjalani 
rehabilitasi. Dalam perumusan sanksi terhadap penyalahugunaan Narkotika 
terdapat double track System. Hal ini dikarenakan pelaku penyalahgunaan 
Narkotika di satu sisi merupakan pelaku kejahatan namun di sisi lain juga bisa 
dipandang sebagai korban. 
Supaya tujuan dari pemidanaan terlaksana, dimana pemidanaan bukan 
semata- mata sebagai bentuk pembalasan namun juga diharapkan menjadikan 
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pelaku penyalahgunaan Narkotika manusia yang lebih baik dan berguna. Oleh 
karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis ingin melakukan 
penulisan tesis dengan judul “Tindak Pidana Narkotika: Studi tentang 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus Polisi sebagai terdagwa di 
Pengadilan Negeri Boyolali”. 
 
2. METODE  
Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (case opproach), yaitu suatu 
pendekatan telaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum, 
dimana kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal/ 
kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber 
data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 
kepustakaan,  dengan rangkaian  kegiatan meliputi membaca, mengkaji   dan 
mengutip dari buku-buku literatur serta ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 
dengan metode induktif dalam menarik kesimpulannya. Penggunaan analisis 
induktif pada dasarnya adalah menganalisa kebenaran suatu data   dengan cara   
menunjukkan bahwa data  tersebut  telah  tercakup  dalam  data  atau  ketentuan  
lain  yang  telah ditetapkan kebenarannya. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I 
untuk Diri Sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 
01/Pid.Sus/2013/PN.Bi 
Pembahasan atas hasil penelitian hukum terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali Nomor : 01/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Bi., Putusan Nomor : 106/ 
Pid.sus/ 2014/ PN.Bi, Putusan Nomor : 153/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Bi, ketika putusan 
tersebut mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri 
sendiri, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 
ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung 
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unsur-unsur sebagai berikut: (a) Unsur “Setiap orang”, (b) Unsur 
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”. 
3.1.1 Unsur setiap orang 
Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan ”setiap orang” di 
sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi 
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
disebutkan sebagai berikut: “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” 
Unsur ”setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a 
tersebut di atas menunjuk kepada setiap subjek hukum yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, artinya bisa terjadi pada 
siapapun sebagai subjek hukum. 
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berdasarkan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah 
manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya 
berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/ sanksi 
pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda 
sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwa beserta dengan data 
identitasnya yang diakui oleh terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga 
tidak terjadi error in subject (salah subyek). 
Selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, 
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan 
mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya terdakwa memenuhi kriteria 
sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana 
yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa. 
3.1.2 Unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” 
Syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi 
unsure dalam rumusan undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum. 
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Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco, hlm. 55.  
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Bahwa selanjutnya dalam uraian Pasal 1 Angka 15 UndangUndang No 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “penyalahgunaan narkoika adalah 
orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Syarat ini 
merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. Moch. Anwar menjelaskan 
definisi dari melawan hukum, hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan/ tujuan 
dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di 
sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau 
kekuasaan sendiri dari pelaku.
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Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Boyolali yang diteliti diperoleh 
fakta bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat 
melawan hukum yang formil, karena perbuatan terdakwa, tanpa hak untuk 
menggunakan Narkotika Golongan I. 
Sehubungan dengan unsur yang kedua ini, dalam ketentuan Pasal 127 ayat 
(1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan 
bahwa: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. 
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 
no.1132/NNF/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dilakukan dan ditandatangani 
oleh YAYUK MURTI RAHAYU, Semarang dan IBNU SUTARTO ST jabatan 
Paur pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang terhadap barang bukti 
dalam perkara dengan terdakwa Gatot Hari Yunanto bin Darsono, dengan 
kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik 
disimpulkan barang bukti no BB-1132/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic 
berisi serbuk Kristal dengan berat 0,008gr tersebut di atas mengandung 
METAMFETAMINE yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 
urut 61 lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan psikotropika dan atau narkotika 
melalui test urine yang dikeluarkan oleh Kepolsian Negara Republik Indonesia 
Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 
                                                         
5
H.A.K. Moch. Anwar 1986. Op. Cit. hlm. 19 
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Maret 2013 atas nama WARSITO bin JAHURI denqan hasil menunjukkan 
POSITIF (+) mengkonsumsi zat narkotika. 
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 
596/NNF/2014 tertanggal 11 Juni 2014yang dilakukan dan ditandatangani oleh 
YAYUK MURTI RAHAYU, Semarang dan IBNU SUTARTO ST jabatan Paur 
pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang terhadap barang bukti dengan 
terdakwa Eko Wahyu Santoso bin Mujali, diperoleh kesimpulan : setelah 
dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 
serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINE yang terdaftar dalam golongan 
I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 
Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah 
perbuatan dari seseorang atau tindakan dari seseorang. Perbuatan orang inilah 
yang menjadi titik penghubung dasar guna pemberian sanksi pidana. Pengertian 
“handelen” mempunyai sifat aktif, setiap gerak otot yang dikehendaki, dan 
dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat.
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Fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa sebagai anggota 
Polri bukan merupakan pihak yang boleh menggunakan Sabhu (Narkotika) dan 
terdakwa menggunakan sabhu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga 
atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri. 
Perbuatan terdakwa tersebut berrtentangan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Dengan demikian sudah jelasl bahwa perbuatan terdakwa tersebut 
bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku. 
Selain sifat melawan hukum, seseorang dapat dijatuhi pidana bila dapat 
dipertanggungjawabkannya perbuatan pada seseorang, artinya perbuatan itu 
dilakukan karena kesalahan. Hal ini sesuai dengan tiada pidana tanpa kesalahan 
(nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld). 
Bambang Poernomo menyampaikan bahwa apabila seseorang berbuat 
melawan hukum atau perbuatannya tersebut mencocoki rumusan undang-undang 
                                                         
6
Ibid., hal. 57 
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hukum pidana, belum bisa ia langsung dipidana, tetapi masih harus dilihat kepada 
kesalahannya. Jadi seseorang dapat dipidana bila memenuhi dua syarat dalam satu 
keadaan, yaitu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum yang 
menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, dan perbuatan 
tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kesalahan. Adanya perbuatan 
pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti yang terungkap di 
persidangan ditambah dengan keyakinan hakim, itulah hal-hal yang harus menjadi 
penentu suatu putusan pidana.
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga Putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 
semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan 
Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan 
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, semua unsur dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka berdasarkan hukum terhadap perbuatan 
terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak padana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. selain itu 
selama dalam proses persidangan tidak didapatkan unsur-unsur pemaaf dan 
pembenar dari terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa harusdijatuhi pidana 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. 
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam 
Menjatuhkan Pidana dalam Putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN.Bi 
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Bi, 
Putusan Nomor: 106/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Bi dan Putusan Nomor : 153/ Pid.sus/ 
2014/ PN. Bi, menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) 
huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika 
adalah : (a) Unsur “Setiap orang”; (b) Unsur “Menyalahgunakan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri”.  Dari unsur-unsur tersebut di atas ternyata telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan, hal tersebut dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Boyolali untuk menjatuhkan 
putusan pemidanaan terhadap terdakwa. 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sebelum menjatuhkan putusan juga 
telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada 
seseorang harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang 
meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa yang 
melakukan adalah terdakwa. 
Saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan untuk Pembuktian 
kesalahan terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. Pasal 1 butir 27 KUHAP, merumuskan sebagai berikut : 
”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” 
Pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan tentang pengertian keterangan 
terdakwa, yaitu : ”Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakawa nyatakan di 
sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau 
ia alami sendiri”. 
Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa sama artinya 
dengan pengakuan terdakwa. Namun untuk menentukan kesalahan dari terdakwa 
tidaklah cukup hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja, melainkan harus 
disertai dengan alat bukti yang lain, sehingga keterangan terdakwa baru dapat 
menjadi suatu alat bukti apabila keterangan terdakwa itu bersama dengan alat-alat 
bukti yang lain. 
Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, 
diketahui bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Boyolali dalam memutus 
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telah sesuai mengan apa yang disyaratkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
dimana pembuktian dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu 
adanya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. 
Alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang terungkap dalam 
persidangan atas perkara tersebut dan dilihat dari persesuaian antara alat bukti 
yang satu dengan alat bukti yang lain, terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara 
melawan hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk 
diri sendiri. 
Dalam putusannya hakim juga telah mempertimbangkan tentang syarat-
syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan menurut Sudarto ; 1). Adanya perbuatan 
yang memenuhi unsur sesuai rumusan undang-undang dan perbuatan tersebut 
bersifat melawan hukum (tidak adanya alas an pembenar), 2). Adanya orang yang 
mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada alasan 
pemaaf dari orang tersebut (tidak ada alasan pemaaf).
8
 
3.3.1 Perbuatan yang mempunyai kesalahan 
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa unsur pertama 
tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini 
adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dalam arti yang 
sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot 
dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.
9
 
Dalam Putusan yang diteliti, terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 
ayat (1) Undang-undang Narkotika. 
 
                                                         
8
Sudarto, 1990/1991. Op. Cit. hlm. 3179  
9
Ibid., hlm. 57  
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3.3.2 Orang, yang mempunyai kesalahan 
Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi 
orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya 
pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek 
tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur 
dalam undang-undang tertentu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan dari Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/ Pid.sus/ 2013/ 
PN.Bi, yang menjadi subyek tindak pidana adalah orang atau manusia yaitu 
Terdakwa Gatot Hari Yunanto bin Darsono yang telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang- undang No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 
106/ Pid.sus/ 2014/ PN.Bi, yang menjadi subyek tindak pidana adalah orang atau 
manusia yaitu Warsito bin Jahuri yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk 
diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 153/ Pid.sus/ 
2014/ PN.Bi, yang menjadi subyek tindak pidana adalah orang atau manusia yaitu 
Terdakwa Eko Wahyu Santoso bin Mujali yang telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang- undang No. 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat 
disimpulkan bawah pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang 
tercantum dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Bi, Putusan Nomor 106/ 
Pid.Sus/ 2014 / PN. Byl, Dan Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/ 2014 / PN. Byl;  
(1) terhadap unsur (a) Setiap Orang, sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 
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pendapat Wirjono Prodjodikoro, (2) terhadap unsur penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I untuk diri sendiri, sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pendapat Muh 
Anwar, Sudarto dan Bambang Poernomo; (3) faktor yang menyebabkan para 
terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya pengendalian 
diri dan kemudahan mendapatkan narkotika dikarenakan profesi terdakwa sebagai 
Polisi yang dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun 
pengguna narkotika. 
4.2 Saran 
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan kepada 
majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para 
pengguna (bukan pengedar) narkotika agar pengguna tersebut setelah 
direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat 
secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari,  
(2) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara 
konprehensif dan berkesinambungan. Peran Tri Pusat Pendidikan tepat untuk 
diterapkan dalam upaya ini. Pemahaman tentang bahaya narkotika dan 
pencegahan penyalahgunaan narkotika harus selalu diberikan di pendidikan 
keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah, (3) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah produk undang- undang yang 
baik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, namun melihat pasal-
pasal didalamnya beberapa menimbulkan ketidakpastian. Dibutuhkan aturan 
turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
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